BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 26

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN
USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANTAENG

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Bantaeng Perlu melakukan Pemberdayaan
terhadap pelaku wusaha mikro dan kecil serta untuk
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk
Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati kepada
Camat.

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menegah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404 );

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199 );

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1814);

10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas -Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009
Nomor 26) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2 );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun
2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
kecamatan Pemerintah Kabupaten Bantaeng ( Lembaran
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor S );

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

PO

Daerah adalah Kabupaten Bantaeng

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bupati adalah Bupati Bantaeng

Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan
diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin
oleh Camat.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan
urusan Bupati kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi,
koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan
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serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang
dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
memenuhi kriteria usaha kecil.

9. Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada sesorang atau
pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil
dalam bentuk satu lembar.

BAB 1II
TUJUAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 2

Izin Usaha Mikro dan Kecil dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam
mengembangkan usahanya.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai pelaksana
Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 4

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pemberian izin usaha mikro dan kecil.

(2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang
anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk sosialisasi,
bimbingan teknis.

(4) Pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 6
(1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja
Kecamatan mengenai pemberian izin usaha mikro dan kecil.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
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(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Dalam hal tertentu Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan
pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat

menarik kembali urusan pendelegasian kewenangan

BAB V
PENDA NAAN

Pasal 8
Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Izin
Usaha Mikro dan Kecil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.
Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 30 Juli 2015
BUPATI BANTAENG

Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 26
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